
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAIT G}UBERNUR NI'SA TENGGARA TIMUR

NOMOR a7 TArruN 2OL9

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAII ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DATRATI

PROVIilSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menlmbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor l-

Tahun 2OI9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, ketentuan
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
l'ungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di
bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Keda Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ftae);

2. Undang-Undang Nomor 1"2 Tahun 2OL1, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
123fl;(



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnba}ran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2O19 Nomor O01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. rll.a

4.

6.

1.

2.
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3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan

Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis,

tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus
ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.

B. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPID adalah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur penunjang urLlsan pemerintahan bidang
keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

(21 Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(l) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri atas :

1. Bidang Anggaran;

2. Bidang Perbendaharaan;

3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan

4. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/ Kota.

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. UP'TD.

(21 Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b angka 1,
terdiri atas :

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang PernerintaLran; /Q



b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan
Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum.

(3) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ar'gka 2, terdiri atas :

a. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi
Umum;

b. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
dan

c. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara.

(41 Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b angka 3, terdiri atas :

a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan
Pembiayaan;

b. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran
Pembiayaan; dan

c. Sub Bidang Akuntansi Penyrsunan Laporan Keuangan.

(5) Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 3, terdiri atas :

a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I;

b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II; dan

c. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III.

(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

(71 Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

(8) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai
dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(9) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5),

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

(1) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan pada Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur. 4
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(1)

(2)

BAB TV

fUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll ' mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan

p"m".lnt.ttan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' Badan

menyelenggarakan fungsi :

^. 

-pJ"vt,Ji""n 
kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah;

U. i"iif.""""an tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;

c. Demantauan, evaluasi, da'n pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang keuangan Daerah;

d. oembinaan teknis f"ny"lenggaraan fungsi penunjang Urusan

iemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah;

". ;;i;k""""an fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan.

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyal

tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan'

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6'

lerdiri atas sejumlah ten'aga dalam j abatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya'

(21 Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana aim{<1u{ pada ayat

fl), d'ipimpin ol"h 
""ot""g 

tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas

usul Kepala Badan.

(3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur

"e"u.i 
dertgan ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB VI

UPTD

Pasal 8

Pada Badan dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan

;;;" ;;t""ional danlatau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai

*myuft 
^kerja 

mencakup satu atau beberapa Kabupaten/Kota'

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' merupakan bagian dari

Perangkat Gerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan'

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis' susunan

"rg""i"""i, 
tugas din fungs-i UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

diatur dengan Peraturan Gubetnur ' V

Badan sebagaimana dimaksud
tugas melaksanakan sebagian

(1)

(2\

(3)
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BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan
sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-
masing.

Pasal 10
(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dalam

melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21 Kepzila Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berkewajiban
memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan
dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam
lingkungan kerjanya.

Pasal I I
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGI{ATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian pada
Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai oengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang
berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan pendapatan, pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 0Bl) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. p,.

tetap
baru



Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di KuPang
pada tanggal alJAfru4P.{ 2Ol9 

A

I cueenNun NUSI PpccARA rIMUR{I
I l/. ,.' t
tt/./
\1/

/ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di KuPang
pada tanggal L.lJAruAPf 2ol9

SEKRETARIS DAERAH

f rnovrxsl NUSA TENGGARA TIMUR,/,

_\/Y"-/
I BENEbIPTUS POLO MAINGf

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR A7



KEPALA

BIDANG
PEMBINAAN KEUANGAN

RABUPATEN/KOTA

BIDANG
AKUNTANSI DAN

PEI,APORAN

BIDANG
PERBENDAHARAAN

BIDANC
ANGGARAN

SUB BIDANG
PEMBINAAN DAN

EVALUASI WITAYAH I

SUB BIDANG
AKUNTANSI PENDAPATAN,

PIUTANG DAN
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

SUB BIDANG
PEMBAYARAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN
ADMINISTRASI UMUM

SUB BIDANG
PEI.{YUSUNAN ANGGARAN
BIDANG PEMERINTAHAN

SUB BIDANG
PEMBINAAN DAN

EVAI-UASI WII,AYAH II

SUB BIDANG
AKUNTANSI BEI,ANJA,

ASET, HUTANG DAN
PENGDLUARAN

PEMBTAYAAN

SUB BIDANG
PEI.IYUSUNAN ANGGARAN
BIDANC PEREKONOMIAN

DAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANC
PEMBAYARAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG
PEMBINAAN DAN

EVALUASI WII.AYAH III

SUB BIDANG
AKUNTANSI PEI{YIJSUNAN

I.APORAN KEUANGAN

SUB BIDANG
PENYUSUNAN ANGCARAN

BIDANG ADMIMSTRASI
UMUM

SUB BIDANG
PENGELOT.AAN KAS DAN
PEMBINAAN BENDAIIARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
NOMOR : A? TAHUN
TANGGAL :el JAp(.l/lFl

NUSA TENGGARA TIMUR
20t9

20t9

BAGAN STRIJI(TUR ORGANISASI
BADAI{ KEUANGAN DAERAH PROVINSI

NUSA TTNGGARA TIMUR

TENGGARA TIMU

TILU LAISKODAT


